WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 40 TAHUN 2013

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DISTRIK DAN KELURAHAN
DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BORONG,

Menimbang : 0. bahwa seiring dengan berkembangnyn kemajuan pembangunan
di Kota Sorong, serta adanys aspimsi yang berkembang dalam
masyurukat, maka perlu meningkatkan  penyelenggaraan
pemerintnhan, pelaksanann  pembangunan  dan  pembinaan
kemasyarakatan guna menjumin perkembangan dan kemajuan
dimaksud pada masa mendatang,

b, bahwa  dengan  memperhatiken  perkembangan  jumlah
penduduk, luas wilayah, potensi ckonomi, sosinl budayn, politik
dan menmngkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang
penyelenggnman pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarnkatan, maka perdu dimekarkan Distrik dan Kelurahan
di wilayah Pemerintahan Kota Sorong;

¢, bahwn pemekman dan pembentukan Distrik dan Kelurahan
dakun wilayah Pewerintahan Kota Sorong  dimaksud, akan
mendorong  peningkatan  pelayanan di bidang  pemerintahan,
pembangunan dan kemssyoarokatan  gune mewnjodiam
kesophiternnn masyaraknt;

t. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana i maksod
dalam hwrnf o, huraf b, dan haraf ¢, perlu  wenetapkan
Pematurnn Dacrahh Kotn  Sorong  tentang  Pemeknran  dan
Pembentukan  Distnik dan Kelurahan  dalam wilayah
Pemerintaban Kota Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tohun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawainn (Lembarmn Negara Republik Indonesia Tabhuan 1974
Nomor 55, Tambahon Lembaran Negarm Republik  Indonesia
Nomor  3041), scbagnimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43  Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegowainn  (Lembarun Negara Republik Indonesin  Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomar 3890),;
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2. Undung-U Nomor 28 Tahun 1999 teatang Penyelenggara
Negium yang b dnn  Bebas  durd Kolusi  dan
Nepotisme (Lembaran Negwun Republik Indonesia Tahun 1999
:gmor 3’;53.“'Tnmba'lmn Lembaran Negara Republik  Indonesia

[T :

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 wntang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi lrian Jaya Bamt, Kabupaten
Panisd, Kabupaten Mimika, Kab Puncak Jaya dan Kota
Sorong Negam Rep.:mn Indonesin un 1999
Nomor 173, Twnbahan Lembamn Negara Republik  Indonesin
Nomor 3894) se i telah dinbab dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengal, Provinsi Irian Jaya Bamt, Kabupaten Paniai, m
Mimikn, Kaby Punecak Joyn dan Kota Sarong (

Negam Republik lndonesia Nomor 72, Tambahan Lembaan
Negam Republik Indonesia Nomor 3960);

4 Undung-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang  Otonomi
Khusus bagi Propinsi  Papun  (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembamn Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) schagaimana telali dinbah
dengan Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2008  tentang
Penctapin Peraturan Pemerintal Peoggnnti  Undang-Undang
Romor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
PFapua menjadi Undang-Undang  (Lemboamn  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembarun Negarn Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambalan Lembamm Negarn Republik Indonesin
Nowor 4286),

6. Unding-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendabarany
Negarn (Lembarun Negarn Republik  Indonesin Tahun 2004
Nomor 5, Tambahun Lembaran  Negaum Republik  Indonesin
Nomor 4355),

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahon
Daerah  (Lembaran  Negam  Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Romor 4437) schagammsann teluh diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008  tentang
Perubahan  Kedun Undang-Undang Nowor 32 Tahun 2004
Tentung  Pemerintnhan  Dacmh  (Lemburan Negarn Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembamn Negun
Republik Indonesin Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Perimbangan
Keusngnn antwn Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Dacmb
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembiarun Negarin Republik Indonesia Nomor 4438),

9. Undang-Undang Nomoer 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan | Lembaran Negarn  Republik

lndotesin Tahun 2011 Nomor 82, Tunbahan Lembamn Nepsars
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10, Pernturman. - Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005  fentang
Pengelobwn  Keunngan  Dacmb  (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembamn Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

L. Perntumn - Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelugahan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nowmor 4588);

12, Peraturan Pemermtal Nowor 79 Tuhun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negam Republik  Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negmra Republik Indonesia
Nomor 4593);

13, Perstumn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaginn
Urisan Pemerintahan antarn Pemerintaly, Pemerintaban Daersh
Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembarmn
Negaea Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14, Peraturan Pemcrintah Nomor 41 Tuhun 2007 tentang Onganisosi
Perangkat Dacmb  (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indopesia Nomor 4741);

15, Pemtuwmn. Pemerintah Nomor 19 Touhun 2008  twentang
Kecamatan (Lembamn Negam Republik Indonesin Tahun 2008
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia
Nomor 4826 );

16. Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomin  Pengelolaan  Keuangan Daerah, sebhagaimona  telab
diubah dua kali, terakhir dengan Pemturan Menterd Dalam
Negeri Nomor 21 Tahuan 2011 tentang Perubshan Kedua Atas
Permturmnn Menteri Dadam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolann Keuaogan Dacmb (Berita Negnra Republik
Indonesia Tabun 2011 Nomor 310);

17, Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 31 Taliun 2006 tentang
Pembentukan, Penghapusan doan Penggabungun Kelurnhion;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentung
Petunjuk  Tekms  Penstaan  Orgamisasi  Peranglat  Daeral,
schagaimana telah dinbal dengan Perstursn Menterd Dalam
Negeri Nomor 56 Talun 2010 tentang Perubalung Atas Persturnn
Menteri Dadam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dacmb  (Berita Negia
Republik Indonesia 17);

19, Pernturan Menterl Dulam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 teotang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negarn Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20, Keputusan Menten Dalian Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentong
Pedoman Pembentukon Kecamaton,



e

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MS‘Y-:‘I' DAERAH KOTA SORONG
WALIKOTA SBORONG

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN

PEMBENTUKAN DISTRIK DAN KELURAHAN DALAM
WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG

Pasal 1

Dalm Peratuon Dacrah ind yang dimaksud dengan:

1
2.

a.
4.

Dacrah adalah Kota Sorong.

Pemerintah Daciah adalsh Walikots dan perangkat dacrah sebagal unsur
penyelenggarn Pemerintah Dacmbh.

Kepala Doerah adalah Walikota Sorong,

Dewan Perwnkilan Rakyat Dacrah ‘)(mng selagjutnya disebut DPRD sdalah
Lembagn Perwalkilan Rakyat Daemhb Kota Sorong sebagni unsur penyelenggarn
Pemerintah Dacraly,

< Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Dacrah Kota Sorong,
- Distrik adolah wilayah ketja Kepala Distrik schogai perungkat daeral Kots

Sorong yaitu Distrik.

Kelumhan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat duacral Kota Soron
dibawalh Distrik, ¢

. Pemerintah Daemh  adalah  penyclenggaraan  urusan pemerintaban  oleb

pemerintah dacrah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembaniuan
dengan prinsip otonomi seluns - lunsnyn dalum system dun prinsip rmpm
Kesatunn Repoblik Indonesia sebagaimana dimaksud dadam Undang - Undang
Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945,

Dacrah  adalah  unsur  pembantu  kepaln  doeral  dolam
pen) pemerintahan dacrah yang terdini dari sekretanat daeral,
scletariat Dewan  Perwakilan  Rokyat  Daerah,dinas  dacrab, Inspektorat,
Bappeda, Lembaga Teknis Docmb, Distrik dan Kelurnhan.

10. Desentralisasi adalah penyernban wewennng Pewerintahian oleh Pemerintaly

kepada Daemh Otonom dalam kerngka Negara Kesatuan Republik Indonesis,

11. Otonomi Dacrah adalnh hak, wewenang, dan kewajiban daernly otonom untuk

mengatur dan mengurus sendini wrusan pemerintahan dan  kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan  peraturan  persturan perundang -
undangan,

12, Docrnh otonom selanjutmya dischut Dacroh adalah kesatuan masyarakat

hukum yuu: mempunyini hatas Doacrah tortentu berwenung mengatuy dan
mengurus  Kepentingan  masyarakot setempat menumt  prakoarsa sendici
bc:ﬂmh:an aspirasi masynmkat dalam ikatan Negam Kesatusn  Republik
Indones ‘



(1). Dengnn Peraturun Dacrab ini dimekurkan dan pembentukan

BAB 11
PEMEKARAN, PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Pemckaran dan Pembentukan

Kelurmban sehagai berdicut :
A, Distrik-distrik :

cENONALN ~

-

Distrik Sorong
Distrik Sorong Kotn
Distrik Klaurung
Distrik Sorong Tumur
Dhstrik Sorong Utara
Distrik Malsumsimss
Distrik Sorong Manoi
Distrik Sorong Barat
Distrik Makwdomes

B, Kelumban-kelurmbon :

OB NAUNE LN =

Kelurnhon Kiademnk
Kelumbhon Kofkerbu
Kelurshan Remu Ut
Kelurnhan Remu

Pasal 2

0 Dintrik Sorong Kepubauan

Kelumhban Kampung Barn

Relurnban Klakublik
Kelurnhan Klasuur
Kelurnhan Klabala
Relurahan Klahlim

. Kelurshan Klasaman
11.
12.
13
14.
15,
16.
17.
18,
19.
20.
2L
22,
23.
2.
25.
. Reluruhan Malawed
Q7=

Kelurahan Giwua
Relurnhan Klasaat
Kelurahan Klawala
Kelurnban Klamann
Kelumban Klawuyuk
Keluriahan Kladufa
Kelurahan Malanu
Kelurahan Matakanagi
Kelurnhan Malasilen
Kelurahan Sawagumu
Kelurahan Klagete
Kelurahan Malamso
Relumboan Madaingked:
Keluraban Klabulu
Kelumbon Klaligs

Relurmban Malabsator

Distrik dan
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9. Dostrik Maladomen terdin dark:
i Kelwmhon Saoka
b, Kelurshan Tanjung Kasuari
¢. Kelurahan Supmu
d. Kelumhan Tamps Garam
10, Distrik Sorong Kepulauan terdin dari:
a. Kelurahan Duum Barat
b Kelumbhan Duum Timur
¢ Kelurmmhan Soop
. Kelurnban Rasm

Batas dan Luae Wilayah
Pasal 3
Hatas dan Luas Wilayah Distrik dan Kelumhan scbagai berikut -
1. DISTRIK SORONG

Batas-hatas wilaynh Distrik Sorong adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Sorong Bart
- Schelah Selatan berbatasan Distrik Sorong Manoi

- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Sorong Utam
- Sebelah Barat berbatassan dengan Distrik Sorong Kota

Distrik Serong terdin dari:

& Kelurnhan Klademak , dengan Luas wilayah 14.05 Km?
Butas-batas wilayah Relumban Klademak adalah
« Sebelah Utnn berbatasan deongnn Kelurahan Klabaln
= Sebelah Selatan  berbatusan dengan Kelumhan Malabutor
= Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahnn Kofkerbu
- Sebelnh Barat berbatasan dengan Kelumban Klakublik

b. Kelumhan Kofkerbu , dengnn Louas wilayah 12.70 Km?
Batas-batas wilnyah Kelumban kofkerbu sdalaly -
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahin Klabala
- Sebelah Selatan  berbatasan dengan Kelurahan Malabutor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Remuo Utara
= Sebelal Barat berbatasan dengan Kelurahan Klademak

¢ Kelumban Remu Utars, dengan Luas wilayah 15.04 Km?
Batas-batas wiliyah Kelumbhan Remu Utara adalah :
= Sebelah Uthrn berbatasan dengan Kelurmbun Kalisbaly
= Sebelah Selatan berbatasan dengnn Kelumbion Remu Selatan
= Sebelah Timur berbatanan dengan Kelurahan Remu
= Sebelah Barnt berbatasan dengin Kelumban Kofkerbu

. Kelummban Remu |, dengan Luas wilayah 15.03 Km?
Batas-batas wilayah Kelumban Remu adadal ©
= Sebelah Utara berbatasan dengan Kelumaban Klagete
= Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurnhan Remu Selatam
- Sebelals Timur berbatasan dengan Keluraban Matamalagi
- Sebelal Barat berbatasan dengnn Kelumban Remu U tara
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d. Kelumbian Raam, dengan Luas wilayah 50.03 Kw'

Batas-batas wilayah Kelurahan Rooan adalah

. Sebelah Utarn berbatasan dengan Lant / Selat Dampir dan Teluk
Malndunm

- Sebelah Sclatan berbatasan dengan Laut/Sclat Maladuum / Kelumbhan
Soop dan Kelumhan Dunm Barat

. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut / Kelurnhan Tanjung Kasuori

- Sebelals Bart berbatusan dengan Kelurahan Dunm Timur Distrik
Sorong Kepulauan

Pasal 4

waihyabbisnﬂtdankclmnhmkommubwmmpk
merupukan bagian yang tidak terpisahikan dengan Pemturmn Diserahy ind,

BAB 11
KETENTUAN PERALIHAN ‘

Pasal 5

Pada saat diundangkannya Pemturan Doerah ing, maka Persturan Dacrnh Kota
Sorong Nomaor 4 Taliun 2010 tentang Pemekamn dan Pembentukan Distrik dan

Kelurnhon (Lembarmn Dacmh Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku,

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Persturan Dacrah ini mulai berlaka pada tanggal dinndangkan.

Agar setinp orang mengetahuinys, memerintmhkan pengundangan Pemturmn
Daeral ini dengan pencmpatannysa dalun Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan i Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA

CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
padae tanggal 31 - 12 - 2013
mmmmmxo'umo.

/TTD
H. E. SIHOMBING
LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai aslin
KEPALA umu:!m’.
CAP/TTD

‘AN



